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BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. PPJB yang juga merupakan perjanjian pada umumnya harus tunduk pada

peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan hukum
berlakunya, sehingga pembuatan PPJB juga harus didasarkan pada teori-
teori serta asas-asas yang seharusnya terkandung dalam suatu perjanjian.
Kedudukan PPJB sebagai perjanjian awalan proses jual beli bukan
merupakan hal yang salah selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Pada praktiknya PPJB memang merupakan suatu perjanjian yang
ditujukan untuk mengikat kedua belah pihak dalam proses jual beli yang
dalam hal ini dibuat di hadapan notaris. Pembuatan PPJB dihadapan
notaris dalam hal ini sesuai dengan bagaimana notaris menjalankan
kewenangannya masing-masing dalam hal pembuatan akta dibidang
pertanahan. Keberadaan SEMA yang memberikan pengertian berbeda
dengan undang-undang yang terkait dengan peralihan hak atas tanah
karena melihat adanya sebuah permasalahan atau sengketa dimasyarakat
yang melakukan jual beli dengan objek tanah dengan menggunakan dasar
jual beli berupa PPJB. Pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa jika tidak
terjadi permasalahan atau sengketa terakit hal tersebut, ketentuan dalam
undang-undang yang dapat menjadi dasar suatu peralihan jual beli di

masyarakat dan keberadaan SEMA tersebut dapat dikesampingkan.

2. Perjanjian kredit merupakan jaminan pokok ketika seseorang melakukan
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proses Kredit. Perjanjian kredit tersebut akan diikuti oleh suatu perjanjian
tambahan yang pada dasarnya merupakan perjanjian mengenai jaminan
yang akan diberikan oleh debitor kepada kreditor. Salah satu jaminan yang
sering dijadikan objek jaminan adalah benda tidak bergerak seperti, rumah
dan tanah yang merupakan cabang hukum jaminan hak tanggungan.
Pelaksanaan proses kredit oleh bank selaku kreditor pada dasarnya harus
sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana telah disebutkan dalam
UU Perbankan dan prinsip lainnya yang tergolong dalam prinsip tersebut.
Namun dalam praktiknya bank selain berlandaskan pada UU Perbankan
juga memiliki kebijakan internal dalam menjalankan proses kredit
tersebut, dan kebijakan tersebut bisa membawa kedudukan bank dalam
keadaan dirugikan, bank kedudukannya menjadi kreditor konkuren dan
prinsip kehati-hatian tidak terpenuhi. Sebagaimana halnya ketika bank
menerima suatu objek jaminan hak tanggungan yang berdasarkan PPJB
yang sebenarnya hanya suatu perjanjian pengikatan dan belum mempunyai
kekuatan peralihan hak secara sempurna. Meskipun dikatakan bahwa
kebijakan bank dengan membuat suatu cover note oleh debitor di hadapan
notaris, namun perlu ditegaskan bahwa cover note tersebut bukan
merupakan surat otentik pengganti akta jual beli dan sejenisnya, dan
memungkinkan bahwa debitor tidak yang beritikad tidak baik tidak akan

meningkatkan status cover note tersebut menjadi sertifikat.
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4.2. Saran

1. Sebaiknya dibentuk suatu peraturan menteri atau peraturan di atasnya
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mengenai pelaksanaan PPJB dalam konteks yang lebih luas seperti,
pengaturan pembuatan PPJB dalam rangka jual beli rumah dengan kondisi
fisik bangunan yang telah ada atau jual beli rumah dengan PPJB yang para
pihaknya merupakan perorangan dan salah satu pihak dalam transaksi
tersebut tidak ada yang berkedudukan sebagai pelaku pembangunan dalam
kegiatan pemasaran. Sebaiknya juga dilakukan sosialisasi kepada
masyarakat awam mengenai keberlakuan suatu SEMA terkait peralihan
hak atas tanah tersebut, agar setiap masyarakat yang hendak melakukan
perbuatan hukum terkait PPJB paham dasar hukum apa yang digunakan
dan bagaimana kesempurnaan peralihan hak atas tanah ketika didasarkan

dengan PPJB.

. Sebaiknya adanya suatu kebijakan bank yang tegas dan tunduk pada

peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa, pada praktiknya
benar-benar tanah atau bangunan berdasarkan PPJB tidak dapat digunakan
sebagai objek jaminan atau agunan dalam proses kredit perbankan dan
seharusnya PBI juga turut mengatur mengenai bagaimana prinsip kehati-
hatian diterapkan dalam hal penerimaan objek jaminan atau agunan oleh

bank selaku kreditor.
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